ABSTRAK

Penelitian ini berbentuk penelitian normatif empiris . lokasi penelitian
sebagai mana judul penelitian ini yaitu dilakukan di Kabupaten Jember karena di
kabupaten jember terdapat tanah pertanian di alih fungsikan menjadi permukiman.
Adapun instansi atau lembaga yang penulis maksud yaitu Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember dan Kantor pertanahan Kabupaten Jember.

Hasil penelitian menujukan Indonesia sebagai negara agraria, merupakan
negara yang kaya akan pertanian. Lahan adalah suatu aspek yang sangat penting
di dalam kehidupan sehari-hari, fungsi utama lahan adalah sebagai tempat tinggal,
selain itu lahan dapat di manfaatkan sebagai lahan perkebunan, perindustrian, dan
banyak manfaat lainnya sebagai fungsi sosial. Dalam Implementasi pasal 50 ayat
(5) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 tidak sesuai
dengan Undang-Undang No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan, dikarenakan banyak lahan pertanian dialih fungsikan
menjadi permukiman sehingga berdampak pada ketahanan pangan yang semakin
tahun semakin berkurang.



ABSTRACT

This research is in the form of empirical normative research. The research
location as the title of this research is carried out in Jember Regency because in
Jember Regency there is agricultural land which has been converted into a
settlement. The agencies or institutions that the authors mean are the Jember
Regency Regional Government and the Jember Regency Land Office.

The results of the research show that Indonesia is an agrarian country, a
country that is rich in agriculture.-Land is-an aspect that is very important in
everyday life, the main function of land is as a place to live, besides that land can
be used as plantation, industrial land, and many other benefits as a social
function. In the implementation of article 50 paragraph (5) letter b Jember
Regency Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning the Spatial Plan for
the Regency of Jember 2015-2035 is not in accordance with Law No. 41 of 2009
concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land, due to a lot of
agricultural land converted into a settlement so that it has an impact on food
security which'is decreasing every year.





